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PRAKATA 

 

Puji Syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat 

rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan buku yang berjudul Akuntansi Sektor Publik. Buku 

Akuntansi Sektor Publik menjadi sangat penting bagi para 

akademisi, peneliti, mahasiswa maupun publik dalam 

mengelaborasi berbagai permasalahan sektor publik yang 

berkorelasi dengan keilmuan akuntansi.  

Dalam Akuntansi Sektor Publik, para pembaca akan diajak 

untuk bisa lebih memahami tahapan, prosedur standar dan 

penerapan ilmu akuntansi dalam sektor publik. Tanpa pemahaman 

yang baik dan benar, maka para pembaca akan sulit untuk bisa 

memahami berbagai teori, konsep dan permasalahan yang dihadapi 

dalam konteks Akuntansi Sektor Publik. Dengan demikian, arahan 

dalam buku ini akan mengajak para pembaca untuk bisa 

memahami alur teori dan penerapan Akuntansi Sektor Publik yang 

linier dengan permasalahan publik. 

 Pembahasan dalam buku ini sangat komprehensif, karena 

dimulai dari pengenalan teori dan konsep Akuntansi Sektor Publik, 

siklus Akuntansi Sektor Publik, jenis-jenis anggaran sektor publik, 

standar Akuntansi Sektor Publik, sistem dan pengukuran 

manajemen sektor publik, pengukuran kinerja pemerintahan. Selain 

itu buku ini juga akan menjelaskan tentang manajemen keuangan 

sektor publik, pelaporan keuangan sektor publik, memahami basis 

kas dan basis akrual pada akuntansi anggaran, analis investasi 

publik, audit Akuntansi Sektor Publik, akuntansi organisasi nirlaba, 

akuntansi entitas partai politik hingga akuntansi desa.  

Penulis merasa bahwa buku ini masih jauh dari 

kesempurnaan, sehingga tetap diperlukan berbagai masukan baik 

saran dan kritik yang konstruktif. Semoga buku ini diharapkan bisa 

memberikan sumbangsih yang signifikan bagi perkembangan 

keilmuan akuntansi di Indonesia, sekaligus bermanfaat bagi publik 

dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Purbalingga, Mei 2024  
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BAB 

1 PENGANTAR AKUNTANSI SE KTOR PUBLIK  

 

Dewi Sartika, S.E., M.Sc. A.F.A. 

Universitas Teuku Umar 

 

A. Pendahuluan 

Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik 

telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada 

awalnya, akuntansi sektor publik merupakan aktivitas yang 

terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun, saat 

ini akuntansi sektor publik telah mengalami proses untuk 

menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan dan substansial 

keberadaannya. Dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan 

organisasi sektor publik sangat dekat dan dapat dilihat secara 

kasatmata. Institusi pemerintahan, partai politik, ta’mir masjid, 
sekolah, rumah sakit, dan puskesmas adalah contoh organisasi 

sektor publik yang mudah ditemui di masyarakat. Organisasi 

tersebut menyediakan pelayanan bagi masyarakat dalam bentuk 

pelayanan publik yang bertujuan semata-mata untuk 

kesejahteraan (welfare) masyarakatnya. 

Saat ini, masyarakat (publik) memiliki tuntutan yang lebih 

besar untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik 

oleh lembaga-lembaga sektor pemerintahan, perusahaan milik 

negara atau daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya. 

Publik, baik kalangan akademisi maupun praktisi sektor publik, 

telah menaruh perhatian besar terhadap penilaian kelayakan 

praktik manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya 

dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem 

PENGANTAR 

AKUNTANSI 

SEKTOR PUBLIK 
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BAB 

2 TEORI DAN KONSEP AKUN TANS I SEKTOR PUBLIK  

 

Rizky Ridwan, S.E., M.Ak. 

Universitas Cipasung Tasikmalaya 

 

A. Pendahuluan 

Perkembangan akuntansi sektor publik memiliki 

keterkaitan yang erat dengan dinamika perubahan dalam 

struktur pemerintahan, tuntutan masyarakat, dan 

perkembangan kebijakan fiskal. Pada awalnya, sebelum 

munculnya praktik akuntansi sektor publik yang terstruktur, 

entitas publik lebih cenderung menggunakan pendekatan 

anggaran kas sederhana untuk mencatat transaksi keuangan. 

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas aktivitas 

pemerintahan dan ukuran sektor publik, kebutuhan akan sistem 

akuntansi yang lebih formal dan terstandarisasi pun muncul.  

Globalisasi ekonomi juga memainkan peran dalam 

mengarahkan perkembangan akuntansi sektor publik. 

Standarisasi internasional melalui Standar Akuntansi Sektor 

Publik Internasional (IPSAS) menciptakan kerangka kerja yang 

komprehensif untuk menyelaraskan praktik akuntansi sektor 

publik di seluruh dunia. Hal ini penting dalam memastikan 

konsistensi dan pemahaman yang sama dalam melaporkan 

kinerja keuangan pemerintah. Tantangan baru, seperti 

meningkatnya kompleksitas kebijakan publik, perubahan iklim, 

dan tekanan fiskal, menuntut adaptasi terus-menerus dalam 

praktik akuntansi sektor publik. Oleh karena itu, pemahaman 

mendalam tentang evolusi ini menjadi kunci untuk memitigasi 

TEORI DAN KONSEP 

AKUNTANSI SEKTOR 

PUBLIK 
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A. Pendahuluan 

Siklus akuntansi sektor publik merupakan mekanisme 

berulang yang terjadi di sektor pemerintahan, BUMN, BUMD, 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan sosial, partai 

politik, dan proyek-proyek kerjasama dengan pemerintah 

lainnya. Siklus ini terdiri dari tujuh (7) tahap antara lain 

perencanaan publik, penganggaran publik, realisasi anggaran 

publik, pengadaan barang dan jasa publik, pelaporan keuangan 

sektor publik, audit sektor publik, dan pertanggungjawaban 

publik. Ketujuh siklus ini berlangsung secara terus-menerus 

dalam suatu jangka waktu tertentu.  

 

Gambar 3.1. Siklus Akuntansi Sektor Publik 

Sumber: (Bastian, 2010) 
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A. Pendahuluan 

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi 

kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang 

dinyatakan dalam ukuran moneter. Perencanaan merupakan hal 

penting, pengendalian memastikan pencapaian perencanaan. 

Anggaran memberikan tautan penting antara dua proses, 

perencanaan dan pengendalian. Penganggaran adalah proses 

atau metode untuk mempersiapkan anggaran, dalam organisasi 

sektor publik penganggaran merupakan suatu proses politik, 

yang harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, 

didiskusikan dan diberi masukan. Anggaran sektor publik 

merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana 

publik dan pelaksanaan program program yang dibiayai dengan 

uang publik, yang mencakup aspek perencanaan, pengendalian 

dan akuntabilitas publik. 

Ditinjau dari kepentingannya, anggaran sektor publik 

dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan 

masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, 

pendidikan dan sebagainya agar terjamin secara layak. Tingkat 

kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang 

diambil pemerintah melalui anggaran yang dibuat, dalam 

negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat, 

uang yang dimiliki adalah uang rakyat dan anggaran 
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A. Pendahuluan 

Proses penganggaran merupakan suatu proses penting 

yang sering kali menjadi perhatian bagi organisasi sektor publik 

terutama pemerintah. Berbeda dengan sektor swasta yang 

menempatkan penganggaran sebagai hal yang bersifat optinal, 

proses penganggaran di sektor publik, khususnya pemerintah, 

merupakan hal yang mutlak. (Deddi & Ayuningtyas, 2010). 

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara 

sistematis, meliputi seluruh kegiatan perusahaan, dinyatakan 

dalam unit (satuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu 

tertentu yang akan datang. Dengan demikian penganggaran 

merupakan suatu proses pengalokasian sumberdaya yang 

terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya tidak 

terbatas (unlimitied demands). Sementara itu anggaran 

merupakan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam satuan 

mata uang (Arfan et al., 2018). 

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa anggaran 

merupakan hasil kerja (output) terutama berupa taksiran-

taksiran yang akan dilaksanakan masa mendatang. Hal itu 

dikarenakan anggaran merupakan hasil kerja (output), maka 

anggaran dituangkan dalam suatu naskah tulisan yang disusun 

secara teratur dan sistematis. Sementara proses dan metode 

untuk mempersiapkan suatu anggaran disebut pengganggaran. 
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Dr. Rida Perwita Sari, S.E., M.Aks., Ak., CA., CPA., CIPSAS., CfrA. 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur 

 

A. Pendahuluan 

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki 

tujuan (purposive activity) untuk mencapai hasil tertentu yang 

memiliki manfaat. Akuntansi dapat digunakan pada sektor 

swasta maupun sektor publik, sehingga keduanya memiliki 

tujuan yang berbeda. Dari persepektif ilmu ekonomi, sektor 

publik dapat dipahami sebagai suátu entitas yaitu aktivitasnya 

berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan 

pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak 

publik. Sejalan dengan perspektif ilmu ekonomi tersebut, tujuan 

akuntansi sektor publik sebagai pelayanan publik dalam rangka 

memenuhi kebutuhan publik (Madjid, 2019). 

Akuntansi sektor publik adalah bidang akuntansi yang 

berhubungan dengan pencatatan, pengklasifikasian, 

peringkasan, pengkomunikasian, dan penginterpretasian 

informasi keuangan tentang operasi pemerintah dan entitas 

publik lainnya. Akuntansi sektor publik merupakan pilar utama 

dalam pengelolaan sumber daya publik, yang memungkinkan 

adanya akuntabilitas dan penatalayanan atas dana publik, serta 

berkontribusi pada tata kelola yang baik. Akuntansi sektor 

publik merupakan teknis akuntansi dana masyarakat, artinya 

akuntansi yang diperuntukkan pada organisasi di sektor publik. 

Dengan demikian akuntansi sektor publik erat kaitannya 
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A. Pendahuluan 

Suatu organisasi yang melakukan berbagai kegiatan 

memulai kegiatannya dengan melaksanakan proses 

perencanaan. Perencanaan dilakukan melalui kegiatan individu 

untuk mencapai tujuan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan 

adalah dengan menerapkan sistem pengendalian manajemen 

yang baik. Apa dan bagaimana sistem pengendalian manajemen 

serta cara kerjanya dibahas pada bab ini. Pembahasan dimulai 

dengan memahami keterbatasan sistem pengendalian 

manajemen dan fungsi perencanaan dan pengendalian lainnya, 

yaitu. perumusan strategi dan pengelolaan tugas, serta 

pengendalian itu sendiri. Dalam menjalankan tugasnya, 

organisasi dan lembaga negara memerlukan pengelolaan biaya 

sosial dan ekonomi yang semakin efisien. Ketika tuntutan 

berbagai lembaga publik terhadap akuntabilitas publik semakin 

kuat, akuntansi manajemen sektor publik diakui sebagai ilmu 

manajemen keuangan publik. sektor swasta. Perbedaan ini tentu 

saja disebabkan karena selain adanya perbedaan karakteristik 

sektor publik, masing-masing sektor publik juga mempunyai 

standar sistem akuntansi tersendiri sehingga penerapannya 

memerlukan beberapa penyesuaian. Dengan kata lain, akuntansi 

sektor publik adalah akuntansi yang digunakan. organisasi 
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A. Pendahuluan 

Kinerja buruk sektor publik telah menjadi sesuatu yang 

umum yang dimulai  dari proses birokrasi yang rumit atau 

pungutan yang tidak transparan dan tidak sesuai dengan aturan 

dan undang-undang. Hal ini sudah biasa terjadi terutama di 

negara-negara berkembang dengan mendorong munculnya 

manajemen berbasis kinerja (Performance-based-management) 

yang merupakan bagian dari reformasi New Public Management 

yang diadopsi oleh negara-negara maju di Eropa dan Anglo-

Amerika sejak tahun 1980-an. Manajemen berbasis kinerja 

berfokus pada pengukuran hasil daripada hanya fokus pada 

keluaran semata. Diperlukan penegasan bahwa pemahaman 

tentang pengukuran kinerja sektor publik tidak hanya sampai 

pada level permukaan dan tidak menyentuh bagian dasar 

organisasi, tetapi juga mencakup hingga ke tingkat terendah di 

dalamnya. 

Beberapa teori yang muncul dalam pendekatan 

manajemen berbasis kinerja antara lain adalah model Classical 

Organization Theory, Scientific Management, Performance 

Budgeting, Zero Based Budgeting, Management By Objective (MBO), 

Management By Result, Program Evaluation, dan reinveinting 

goverment (Davis & larkey, 1980; Orsborne & Gaebler, 1992). 

Transformasi menuju era berbasis kinerja ini adalah bagian dari 

PENGUKURAN 
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A. Pendahuluan 

Sebelum membahas lebih jauh tentang manajemen 

keuangan sektor publik berikut sekilas sejarah 

perkembangannya. Manjemen keuangan sektor publik sangat 

dipengaruhi oleh dua aliran (mazhab) (Bastian, 2021). Kedua 

aliran tersebut di antaranya: 

1. Aliran Napoleon atau yang terkenal dengan nama mazhab 

latin. Pada mazhab ini lebih menekankan akan pentingnya 

sebuah perencanaan anggaran. 

2. Aliran Anglosaxon atau dengan nama lain mazhab nordis 

atau mazhab eropa utara. Pada mazhab ini lebih menekankan 

pada hasil akhir yang mengacu pada standar pelaporan 

keuangan sektor publik sebagai bentuk pertanggungjawaban 

atas sumber dana yang digunkakan. 

Kedua aliran (mahzhab) tersebut sangat penting 

pengaruhnya termasuk di Indonesia. Awalnya di Indonesia 

menganut mahzab Napoleon pada tahun 1964 pada saat ini 

diberlakunya peraturan Indische Compatible Wet (ICW). ICW 

adalah suatu perundang-undangan yang mengatur tentang 

perbendaharaan jaman Belanda yang kemudian ditetapkan dan 

dilaksanakan oleh pemerintahan Indonesia. Dengan berjalannya 

waktu ICW kemudian diganti  dengan undang-undang baru 

yakni UU No. 9 tahun 1968 tentang perubahan tahun anggaran. 

MANAJEMEN 

KEUANGAN 

SEKTOR PUBLIK 
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A. Pendahuluan 

Wujud akuntabilitas organisasi publik kepada stakeholder 

dapat dilacak dari entitas publik yang berkewajiban 

menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada 

stakeholder. Adanya pelaporan keuangan organisasi publik yang 

transparan diharapkan mampu menekan tindakan manipulasi 

atas penggunaan aset dan keuangan yang merugikan negara. 

Hal itu dikarenakan keberadaan laporan keuangan di organisasi 

publik mampu memprediksi kualitas dan aneka sumber daya 

dalam meminimalisir risiko ketidakpastian lingkungan. Bagian 

ini akan menguraikan maksud dan tujuan laporan keuangan 

sektor publik, asumsi dasar, karakteristik dan komponen 

pelaporan keuangan dalam organisasi publik. 

 

B. Pelaporan Keuangan Sektor Publik 

1. Definisi dan Tujuan Laporan Keuangan  

Laporan keuangan pada sektor publik 

menggambarkan posisi keuangan atas transaksi yang 

dilakukan entitas publik (Bastian, 2011).  Pelaporan ini terdiri 

dari 2 jenis yaitu pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan. 

Pelaporan kinerja menggambarkan pertanggungjawaban 

atas semua aktivitas yang melibatkan sumber daya yang 

digunakan baik oleh pemerintah pusat atau daerah, unit kerja 

PELAPORAN 

KEUANGAN 

SEKTOR PUBLIK 
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A. Pendahuluan 

Dalam sistem pengelolaan keuangan sebuah entitas, baik 

itu perusahaan, organisasi nirlaba, atau pemerintahan, 

akuntansi anggaran adalah komponen penting. Akuntansi 

anggaran merupakan proses pencatatan, pelaporan, dan 

pengelolaan keuangan organisasi atau entitas dalam konteks 

anggaran. Dengan kata lain akuntansi anggaran merupakan 

salah satu alat penting dalam manajemen keuangan yang 

membantu organisasi atau entitas merencanakan, 

mengendalikan, dan melaporkan bagaimana dana digunakan 

untuk mencapai tujuan. Hal ini mencakup perencanaan, 

pengawasan, dan pengawasan penggunaan dana yang 

dialokasikan untuk mencapai tujuan tertentu. Akuntansi 

anggaran dalam sektor publik sering terkait dengan undang-

undang dan peraturan yang mengatur agar dana digunakan, 

serta prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan publik.  

Akuntansi anggaran dalam sektor publik sering terkait 

dengan undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang 

dana yang digunakan, serta prinsip transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam 

akuntansi anggaran yang dilaksanakan, dan dipantau dapat 

dipengaruhi oleh dengan menggunakan basis kas atau basis 

akrual. Beberapa pemerintah atau organisasi mungkin 

MEMAHAMI BASIS KAS 

DAN BASIS AKRUAL 
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ANGGARAN  
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A. Pendahuluan 

Pemerintah menanamkan modal untuk pembangunan 

dengan dukungan komunitas atau program tertentu bertujuan 

memulihkan dan meningkatkan ekonomi serta mensejahterakan 

masyarakatnya. Hal ini dikenal sebagai investasi publik. Dengan 

kata lain investasi terkait dengan anggaran modal untuk proyek 

pemerintah. Pemerintah melakukan investasi dalam 

membangun infrastruktur sektor publik seperti jalan tol atau 

kereta listrik, dan juga dapat berinvestasi dalam membangun 

dan mengembangkan tempat wisata serta fasilitas umum 

lainnya seperti mesin atau gedung. Pemerintah melakukan 

investasi publik, bertujuan untuk meningkatkan keuntungan 

dan menekan tingkat pengangguran. Investasi pemerintah juga 

dapat didefinisikan sebagai penempatan dana atau barang 

jangka panjang berupa oleh pemerintah pusat, termasuk surat 

berharga dan investasi. 

Pihak yang berhubungan dengan investasi yaitu operator 

investasi pemerintah (OIP) ditetapkan oleh Menteri Keuangan 

untuk mengelola investasi pemerintah dengan investasi jangka 

panjang dapat dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU), 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Hukum 

Lainnya (BHL) milik pemerintah untuk mendapatkan 

keuntungan ekonomi, sosial, atau lainnya. 
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A. Pendahuluan 

Di tengah dinamika pemerintahan dan tuntutan 

masyarakat yang semakin kompleks, audit sektor publik 

menjadi landasan utama dalam memastikan akuntabilitas, 

transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan dan sumber 

daya publik. Sebagai alat penting untuk menilai kinerja lembaga 

publik, audit sektor publik muncul sebagai pilar yang 

membangun kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan 

dana publik. Audit merupakan suatu proses sistematik yang 

dilakukan secara objektif untuk menyediakan dan mengevaluasi 

bukti-bukti yang terkait dengan asersi mengenai kegiatan dan 

peristiwa ekonomi. Proses ini bertujuan untuk memastikan 

tingkat korelasi yang tepat antara asersi tersebut dengan kriteria 

yang telah ditetapkan. Dalam melakukan audit, pendekatan 

yang sistematis dan obyektif menjadi landasan utama guna 

menilai keandalan dan keabsahan informasi keuangan, 

operasional, dan non-keuangan suatu entitas. Aspek objektivitas 

menjadi unsur kritis, sehingga auditor bertindak independen 

untuk memastikan bahwa evaluasi yang dilakukan bersifat 

bebas dari pengaruh-pengaruh yang dapat mengarahkan 

penilaian ke arah yang tidak obyektif.  
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A. Pendahuluan 

Sektor pemerintah dan nirlaba saling terkait dengan 

sektor lain dan memiliki dampak pada perekonomian. Dalam 

organisasi nirlaba, akuntansi penting untuk memberikan 

informasi yang terus-menerus tentang aktivitas organisasi, 

sehingga laporan keuangan dapat memberikan gambaran dan 

informasi berkala tentang tujuan organisasi telah tercapai. 

Organisasi nirlaba non-pemerintah harus mengikuti aturan dan 

regulasi yang berlaku serta memberikan dampak positif bagi 

kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya nasional, serta 

memberikan reputasi yang baik bagi negara. Dalam konteks ini, 

laporan keuangan berperan sebagai mekanisme umpan balik 

kepada pemerintah. Prestasi organisasi nirlaba tidak selalu bisa 

diukur dengan uang. Tujuan utama laporan keuangan 

organisasi nirlaba adalah untuk memberikan informasi kepada 

para penyedia sumber daya dan pihak-pihak yang 

berkepentingan agar dapat membuat keputusan yang tepat 

dalam penggunaan sumber daya untuk organisasi nirlaba 

tersebut. 

Departemen Keuangan RI telah mengeluarkan keputusan 

untuk membentuk Komite Standar Akuntansi Keuangan 

Pemerintah Pusat dan Daerah (KSAKPPD). Organisasi ini tidak 

sama dan terpisah dari Komite Standar Akuntansi Keuangan- 
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A. Pendahuluan 

Akuntansi partai politik adalah proses pencatatan, 

penggolongan, peringkasan, dan pelaporan informasi keuangan 

partai politik. Informasi keuangan tersebut meliputi sumber dan 

penggunaan dana, aset, kewajiban, dan ekuitas. Akuntansi 

partai politik bertujuan untuk menyediakan informasi yang 

relevan, andal, dan transparan bagi para pemangku 

kepentingan, seperti pengurus partai politik, anggota partai 

politik, pemerintah, donatur, kreditor, dan masyarakat luas. Di 

Indonesia, akuntansi partai politik diatur oleh Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 37 ayat (1) UU 

tersebut dengan pernyataan bahwa partai politik wajib 

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada 

publik. Laporan keuangan mengharuskan ditata sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum. 

Akuntansi partai politik merujuk pada pelaporan keuangan dan 

pengawasan transaksi yang dilakukan oleh partai politik. Di 

negara Indonesia, standar akuntansi keuangan partai politik 

diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PSAK) 

45/2002 dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 

35/2020. Tujuan dari akuntansi partai politik adalah untuk 

menjaga transparansi dan integritas dalam pengelolaan 

keuangan partai politik. Perlu diketahui bahwa negara-negara 
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A. Pendahuluan 

Rencana keuangan tahunan pemerintahan desa disusun 
dalam suatu APBDesa. Struktur APBDesa terdiri dari 
pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. 
Pelaksanaan APBDesa berarti pelaksanaan berbagai program 
dan kegiatan yang telah ditetapkan dan disepakati di awal 
tahun, baik kegiatan penerimaan pendapatan dan pembiayaan 
maupun kegiatan pengeluaran belanja dan pembiayaan. Seluruh 
penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui 
Rekening Kas Desa (RKD) yaitu rekening tempat menyimpan 
uang atau pemerintahan desa yang menampung seluruh 
penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran 
desa pada bank yang ditetapkan. Hal ini dapat diartikan bahwa 
seluruh penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui bank. 
Namun bagi desa yang belum menerima layanan perbankan di 
wilayahnya, maka pengaturannya akan ditetapkan lebih lanjut 
oleh pemerintah Kabupaten/Kota dalam peraturan kepala 
daerah (Perkada) mengenai pedoman pengelolaan keuangan 
desa. Dalam Perkada tersebut juga diatur mengenai batasan 
uang kas yang dapat disimpan oleh bendahara desa untuk 
memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. 

Transparan dalam pengelolaan keuangan desa 
mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan 
secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi 
hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan 
menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam 
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan 
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